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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan pajak
digital dan social media tax shaming terhadap kepatuhan pajak
sukarela Generasi Z di Indonesia. Menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling
(PLS-SEM), data dihimpun dari 207 responden Generasi Z melalui
kuesioner daring skala Likert 1-4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengawasan pajak digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan sukarela. Temuan krusial mengungkapkan bahwa social
media tax shaming memiliki pengaruh signifikan dengan nilai t-
statistik lebih tinggi dibandingkan pengawasan formal. Hal ini
mengindikasikan Generasi Z lebih rentan terhadap tekanan sosial
komunitas digital dibandingkan ancaman otoritas. Secara teoretis,
penelitian ini memperluas Slippery Slope Framework dengan
mengintegrasikan pengawasan horizontal sebagai determinan baru
moralitas pajak. Implikasinya, Direktorat Jenderal Pajak disarankan
mengadopsi strategi  komunikasi berbasis reputasi digital untuk
merangkul wajib pajak muda.

This research examines the influence of digital tax oversight and social
media tax shaming on the voluntary tax compliance of Generation Z in
IndonesiaEmploying a quantitative approach with Partial Least
Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), data were
collected from 207 Generation Z respondents via online questionnaires
using a 1-4 Likert scale. The results indicate that digital tax oversight
has a positive and significant effect on voluntary compliance.
Crucially, social media tax shaming exhibits a higher t-statistic value
than formal oversight, suggesting that Generation Z is more
susceptible to social pressure from digital communities than to formal
authority threats. Theoretically, this study extends the Slippery Slope
Framework by integrating horizontal monitoring as a new determinant
of tax morality. Practically, the tax authority is advised to adopt digital
reputation-based communication strategies to engage younger
taxpayers.
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PENDAHULUAN

Dalam peta jalan menuju Indonesia Emas 2045, keberlanjutan fiskal nasional sangat
bergantung pada partisipasi aktif generasi muda, khususnya Generasi Z. Saat ini Generasi Z
mulai memasuki usia produktif dan menjadi subjek pajak baru. Sebagai kelompok pengguna
dunia digital, Generasi Z memiliki karakteristik dan perilaku yang unik dibandingkan generasi
sebelumnya (Ciziceno, 2024; Fitriana et al., 2025). Mereka memiliki literasi teknologi yang
tinggi, namun cenderung ragu-ragu terhadap otoritas formal dan sangat merespons cepat
dinamika sosial di ruang digital (L. Batrancea et al., 2019). Fenomena ini menciptakan
tantangan baru bagi otoritas pajak dalam menumbuhkan kepatuhan pajak sukarela di tengah
ekosistem digital yang semakin transparan.

Dalam mengonseptualisasikan kepatuhan perpajakan Generasi Z, penting untuk
membedakan secara tegas tiga bentuk manifestasi perilaku, yaitu kepatuhan dipaksakan,
kepatuhan sukarela, dan kepatuhan berbasis tekanan sosial (L. Batrancea et al., 2019; L. M.
Batrancea et al., 2022; Gobena, 2024; Joel et al., 2023). Modernisasi sistem administrasi
melalui Coretax cenderung menghasilkan kepatuhan dipaksakan, di mana kepatuhan didorong
oleh risiko denda dan kekuatan deteksi formal otoritas (Arum et al., 2025; Qonitah, 2025). Di
sisi lain, fenomena social media tax shaming pada tahap awal memicu kepatuhan karena
tekanan sosial dan adanya beban psikologis berupa ketakutan akan sanksi sosial dan rusaknya
reputasi di ruang digital. Namun, bagi Generasi Z yang menganggap ruang digital sangat
penting (Ciziceno, 2024; Fitriana et al., 2025), sanksi horizontal ini tidak sekadar berfungsi
sebagai ancaman yang menciptakan rasa takut. Lebih jauh, tekanan pengguna media sosial
mendorong terjadinya proses internalisasi norma, di mana nilai-nilai kepatuhan yang awalnya
dipaksakan oleh lingkungan digital secara bertahap diadopsi menjadi keyakinan moral pribadi
(Martinez, n.d.; Rusina, 2020; Sabina & Malgorzata, 2025). Ketika norma tersebut telah
tertanam dalam pola pikir, perilaku wajib pajak muda ini akan berubah dari yang semula
patuh karena menghindari kecaman publik, menjadi kepatuhan pajak sukarela yang hadir dari
kesadaran etis (Coricelli et al., 2014; Okafor, 2023; Rusina, 2020; Sabina & Malgorzata,
2025; Susilawati & Nandini, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan pengawasan
horizontal di media sosial bukan sekadar ancaman terhadap reputasi, melainkan sebagai hal
penting dalam membentuk kepatuhan sukarela melalui internalisasi norma.

Urgensi penelitian ini dimulai dari perubahan sistem administrasi perpajakan
Indonesia melalui implementasi Core Tax Administration System dan integrasi Nomor Induk
Kewarganegaraan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasarkan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.
Kebijakan ini merupakan bentuk penguatan kekuasaan otoritas melalui pengawasan pajak
pigital. Secara teoretis, peningkatan efektivitas pengawasan digital seharusnya meningkatkan
kepatuhan melalui kemungkinan resiko deteksi yang lebih tinggi (Nadirov & Dehning, 2023).
Namun di Indonesia, penguatan pengawasan formal sering kali berbenturan dengan rendahnya
kepercayaan. Hal ini menyebabkan kepatuhan yang muncul cenderung bersifat dipaksakan
dan bukan kesadaran moral yang berkelanjutan (L. Batrancea et al., 2019).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengamatan terhadap fenomena pengawasan
yang dilakukan oleh masyarakat digital melalui Social Media Tax Shaming. Saat ini, media
sosial telah berpindah menjadi Digital Panopticon, di mana masyarakat digital lebih aktif
melakukan pengawasan terhadap ketidakwajaran aset. Contoh kasus nyata yang paling
fenomenal adalah kasus Rafael Alun Trisambodo (KPK, 2025), di mana perilaku flexing atau
pamer kekayaan anggota keluarga di media sosial memicu investigasi massal oleh masyarakat
digital. Hail ini yang kemudian memaksa otoritas pajak untuk melakukan audit formal. Kasus
serupa juga menimpa berbagai influencer dan pejabat publik lainnya yang menjadi sasaran
cancel culture akibat ketidakseimbangan antara gaya hidup mewah dengan profil
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perpajakannya. Bagi Generasi Z, risiko pengawasan oleh masyarakat digital sering kali
dianggap lebih menakutkan dibandingkan sanksi denda administratif (Nurwanah et al., 2018)

Hingga saat ini, literatur perpajakan di Indonesia masih banyak melakukan pengujian
variabel tradisional seperti sanksi denda dan kualitas pelayanan (Fitriana et al., 2025; Marni et
al., 2021). Masih terdapat celah literatur mengenai bagaimana ketakutan akan sanksi sosial
digital yang dalam hal ini dalam bentuk media sosial tax shaming berinteraksi dengan
pengawasan negara dalam membentuk perilaku Generasi Z. Penelitian ini penting untuk
dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai kepatuhan Generasi Z. Apakah
kepatuhan tersebut lebih didorong oleh kecanggihan sistem digital pemerintah atau oleh rasa
takut akan kecaman sosial di dunia maya? Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengawasan Pajak Digital dan Social Media Tax
Shaming terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela Generasi Z di Indonesia.

Penelitian ini didukung oleh teori Slippery Slope Framework yang dikembangkan oleh
Kirchler et al. (2008) dan diperbarui oleh L. Batrancea et al. (2019). Teori ini menyatakan
bahwa kepatuhan pajak ditentukan oleh dua pilar utama,yaitu kekuatan otoritas dan
kepercayaan pada otoritas. Dalam konteks digital, kekuasaan otoritas dapat dilihat melalui
kecanggihan sistem pengawasan. Namun demikian, kepercayaan dipengaruhi oleh keadilan
prosedur. Penelitian ini memposisikan pengawasan pajak digital sebagai bentuk kekuatan
yang memaksa kepatuhan. Selain itu, Social Media Tax Shaming diposisikan sebagai faktor
eksternal yang memperkuat moralitas wajib pajak melalui tekanan norma sosial (Kirchler et
al., 2008; L. Batrancea et al., 2019).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang
harmonisasi peraturan perundang-undangan (2021), integrasi data NIK menjadi NPWP
memperkuat basis data DJP dalam melakukan pemetaan wajib pajak. Pengawasan yang
efektif meningkatkan persepsi probabilitas deteksi ketidakpatuhan. Bagi Generasi Z,
keberadaan algoritma yang mampu melacak transaksi digital menciptakan kesadaran bahwa
ruang untuk melakukan penghindaran pajak semakin sempit (Walls et al., 2025). Ketika
pengawasan digital dianggap dapat dipercaya dan transparan, hal ini mendorong individu
untuk patuh secara sukarela guna menghindari konsekuensi hukum di masa depan.
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis “Pengawasan Pajak Digital
berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela Generasi (H1)”.

Social media tax shaming adalah bentuk sanksi sosial digital yang muncul akibat
norma kelompok di ruang digital. Fenomena ini bekerja sebagai mekanisme pengawasan
horizontal, di mana masyarakat digital bertindak sebagai pengawas perilaku fiskal sesama
warga negara. Lingkungan sosial merupakan determinan kuat dalam membentuk perilaku
kepatuhan di Indonesia. Generasi Z sangat peduli pada reputasi digital dan takut terhadap
isolasi sosial. Hal ini akan menyelaraskan perilaku pajak dengan norma yang berlaku di media
sosial ( (Nurwanah et al., 2018; Ciziceno, 2024). Kasus viralnya investigasi kekayaan pejabat
(seperti kasus Rafael Alun) membuktikan bahwa sanksi masyarakat digital dapat menjadi
pendorong moralitas pajak yang kuat. Ancaman malu di ruang publik mendorong wajib pajak
untuk melaporkan pajaknya dengan benar demi menjaga citra sosial mereka (Cahyonowati et
al., 2023; Cullis et al., 2012). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis:
“Social Media Tax Shaming berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela
Generasi Z (H2)”.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Generasi Z di Jawa, Sumatera dan Kalimantan
(kelahiran 1997-2012). Ketiga pulau ini merupakan beberapa pulau terbesar di Indonesia.
Penggunaan sampel lintas wilayah dipilih agar penelitian ini mampu menangkap dinamika
media sosial yang bersifat tidak terbatas. Mengingat fenomena tax shaming dan pengawasan
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digital terjadi secara masif di seluruh ruang digital Indonesia (Coricelli et al., 2014; Okafor,
2023)

Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui pendekatan purposive sampling
dengan instrumen survei daring melalui Google Form. Kriteria responden meliputi: (1)
Generasi Z yang aktif berinteraksi di media sosial; dan (2) memiliki pemahaman atau
keterlibatan dalam aktivitas ekonomi digital (seperti content creator, reseller, atau pekerja
lepas). Dari proses pengumpulan data, diperoleh 207 responden yang valid. Berdasarkan
kriteria SEM-PLS, jumlah 207 ini sangat memadai karena telah melampaui ambang batas
minimum yang disyaratkan untuk menjaga stabilitas model jalur dan kekuatan statistik saat
pengujian hipotesis (Hair & Alamer, 2022).

Instrumen penelitian dikembangkan melalui literatur perpajakan berkaitan dengan
perilaku kepatuhan pajak. Sebelum pengumpulan data, peneliti telah melakukan uji coba
instrumen (pilot test) pada 26 responden untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan
bersifat valid dan reliabel. Seluruh variabel diukur menggunakan skala Likert 4 poin (1:
Sangat Tidak Setuju hingga 4: Sangat Setuju).

Berikut adalah kerangka variabel yang digunakan:

1. Pengawasan Pajak Digital (X 1): Diadaptasi dari konsep Digital Panopticon
(Gangodawilage, 2021; Utami et al., 2025)yang berfokus pada persepsi responden
terhadap kemampuan algoritma pemerintah dalam mendeteksi aset melalui jejak
digital dan viralitas.

2. Sanksi Sosial Informal (X 2): Dikembangkan dari teori sanksi sosial digital (Okafor,
2023; Susilawati & Nandini, 2022), yang mengukur tingkat kekhawatiran individu
terhadap spilling (pembongkaran rahasia), hujatan digital, serta risiko reputasi akibat
ketidakpatuhan.

3. Niat Kepatuhan Pajak (Y): Merujuk pada dimensi kepatuhan sukarela dalam Slippery
Slope Framework (L. M. Batrancea et al., 2022), yang menekankan pada keinginan
sinkronisasi antara gaya hidup di media sosial dengan pelaporan SPT.

Gambar 1 Model Penelitian

HASIL DAN PEMABAHASAN
Evaluasi Measurement Model (Outer Model)
Sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan evaluasi terhadap model pengukuran
(outer model) untuk memastikan instrumen penelitian memenuhi kriteria validitas dan
reliabilitas.
1. Validitas Konvergen: Berdasarkan data Quter Loadings, seluruh indikator pada
variabel Pengawasan Digital (X1), Sanksi Sosial (X2), dan Kepatuhan (Y) memiliki
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nilai di atas 0,70. Nilai tertinggi pada X1 terdapat pada item X1.5 (0,846) dan pada Y
terdapat pada item Y1 (0,858). Hal ini diperkuat dengan nilai Average Variance
Extracted (AVE) yang berada di atas 0,50 untuk semua variabel (Y=0,630; X1=0,598;
X2=0,578). Dengan demikian, instrumen dinyatakan valid secara konvergen.
Tabel 1. Hasil pengujian outer loading

Kepatuhan X1. X2.
X1.1 0.767
X1.2 0.798
X1.3 0.745
X1.4 0.736
X1.5 0.846
X1.6 0.764
X1.7 0.730
X1.8 0.792
X2.1 0.819
X2.2 0.754
X2.3 0.823
X2.4 0.744
X2.5 0.718
X2.6 0.733
X2.7 0.734
X2.8 0.748
Yl 0.858
Y2 0.701
Y3 0.785
Y4 0.796
Y5 0.856
Y6 0.756

enganasen Digital

Gambar 2 Hasil Pengujian melalui SEM-PLS

2. Reliabilitas Konstruk: Nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability (rho c)
seluruh variabel berada jauh di atas ambang batas 0,70. Variabel X1 memiliki
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reliabilitas tertinggi (0,922). Hasil ini membuktikan bahwa instrumen penelitian

memiliki konsistensi internal yang sangat baik.
Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Composite Composite Avgrage
Cronbach's alpha | reliability reliability vatlance
(tho_a) (rho ¢) extracted
— — (AVE)
Kepatuhan 0.883 0.897 0.911 0.630
X1. 0.904 0.922 0.922 0.598
X2. 0.896 0.904 0.916 0.578

3. Uji Kolinieritas (VIF): Nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk seluruh indikator
berada di bawah angka 5 (rentang 1,7 - 3,5). Hal ini menunjukkan tidak adanya

masalah multikolinieritas antar indikator dalam model.
Tabel 3 Hasil Uji Kolinieritas

Variabel VIF

X1.1 1.978
X1.2 2.402
X1.3 2.081
X1.4 1.787
X1.5 2.355
X1.6 2.046
X1.7 1.837
X1.8 2.155
X2.1 2.246
X2.2 1.881
X2.3 2.471
X2.4 1.877
X2.5 1.715
X2.6 1.804
X2.7 1.762
X2.8 1.940
Y1 3.577
Y2 1.994
Y3 2.313
Y4 3.032
Y5 3.437
Y6 2.880

Evaluasi Structural Model (Inner Model)

Setelah model pengukuran dinyatakan valid dan reliabel, dilakukan evaluasi model struktural

untuk melihat kecocokan model dan kekuatan pengaruh antar variabel.

e Goodness of Fit: Nilai SRMR sebesar 0,072 (< 0,08) menunjukkan bahwa model

penelitian ini fit atau sesuai dengan data lapangan.

Tabel 4 Hasil Pengujian Goodness of Fit

Saturated model

Estimated model

SRMR

0.072

0.072

d ULS

1.296

1.296
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d G 0.504 0.504
Chi-square 428.480 428.480
NFI 0.796 0.796

Heterotrait-monotrait ratio: berdasarkan data, seluruh nilai korelasi HTment
antarvariabel berada jauh di bawah ambang batas 0,85. Nilai tertinggi ditemukan pada
hubungan antara Kepatuhan Pajak dengan Tax Shaming sebesar 0,404, diikuti oleh
hubungan Kepatuhan Pajak dengan Pengawasan Digital sebesar 0,390, dan nilai
terendah sebesar 0,116 pada korelasi antara Tax Shaming dengan Pengawasan Digital.
Hasil ini membuktikan bahwa seluruh instrumen pengukur dalam variabel penelitian
ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan yang sangat baik.

Uji Effect Size (f?): Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel Pengawasan
Digital memiliki kontribusi terhadap Kepatuhan Pajak dengan nilai f2 sebesar 0,167.
Sementara itu, variabel Tax Shaming mencatatkan nilai f2 sebesar 0,166 terhadap
Kepatuhan Pajak. Mengacu pada klasifikasi Cohen, kedua variabel independen
tersebut berada pada rentang nilai 0,15 < 0,35 yang berarti baik Pengawasan Digital
maupun Social Media Tax Shaming memiliki ukuran efek dalam kategori sedang
(medium effect) yang seimbang dan substansial dalam memprediksi varians kepatuhan
pajak sukarela Generasi Z.
Tabel 5 Hasil Pengujian {2

Variabel Variabel o .
Independen Dependen Nilai 2 Kategori Efek
.. . Sedang
Pengawasan Digital | Kepatuhan Pajak | 0.167 (medium)
. . Sedang
Tax Shaming Kepatuhan Pajak | 0.166 (medium)

Koefisien Determinasi (R?): Nilai R-square untuk variabel Kepatuhan adalah 0,262.
Hal ini menunjukkan bahwa Pengawasan Digital dan Sanksi Sosial mampu
menjelaskan variansi Kepatuhan Pajak Sukarela sebesar 26,2%, sedangkan sisanya
(73,8%) dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Angka ini termasuk
kategori moderat untuk penelitian perilaku sosial.

Tabel 6 Hasil Pengujian Q-square

R-square R-square adjusted

Kepatuhan 0.262 0.253

Uji Predictive Relevance (Q?): Hasil pengolahan data pada Tabel 7 memperlihatkan
bahwa seluruh indikator reflektif dari variabel Kepatuhan Pajak (Y1 hingga Y6)
menghasilkan nilai q2 predict yang positif dan lebih besar dari nol (g2 > 0). Nilai
relevansi prediktif tertinggi ditunjukkan oleh indikator Y 1 (0,202) dan Y_5 (0,185),
sedangkan nilai prediktif terendah berada pada indikator Y 6 (0,051). Secara
keseluruhan, temuan ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa model
pengawasan digital dan tekanan sosial digital yang dibangun dalam penelitian ini
memiliki kapasitas serta akurasi yang baik dalam memprediksi perilaku kepatuhan
pajak sukarela di luar sampel data saat ini.
Tabel 7 Hasil Pengujian Q?

Nilai g2 predict Keterangan

Y1 0,202 Memiliki Kemampuan Prediksi
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Y2 0123 Memiliki Kemampuan Prediksi

Y3 0,166 Memiliki Kemampuan Prediksi

Y4 0,072 Memiliki Kemampuan Prediksi

Y5 0,185 Memiliki Kemampuan Prediksi

Y6 0,051 Memiliki Kemampuan Prediksi
HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji jalur (path analysis) melalui prosedur bootstrapping, diperoleh temuan
sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Jalur

Original T-statistics P values Keterangan
sample (O) | (JO/STDEV])
Xl -~ 0.351 5.792 0.000 Signifikan
Kepatuhan
X2.-> 0.350 6.297 0.000 Signifikan
Kepatuhan

Pengaruh Pengawasan Pajak Digital terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Pengawasan Pajak Digital
(X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan sukarela (0=0,351; T=5,792).
Dalam kerangka Slippery Slope Framework, temuan ini membuktikan bahwa teknologi telah
memperkuat pilar Power of Authority atau kekuasaan otoritas melalui pengawasan yang ketat
dan data yang transparan (Batrancea, 2021).

Di Indonesia, implementasi sistem administrasi Coretax dan integrasi NIK sebagai
NPWP telah mengubah paradigma pengawasan dari manual menjadi berbasis data pihak
ketiga. Indikator X 1.5 (0,846) yang sangat tinggi menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki
kesadaran risiko yang tajam terhadap algoritma. Mereka menyadari bahwa negara kini
memiliki kemampuan untuk menarik data dari sektor perbankan, e-commerce, hingga
penyedia e-wallet secara real-time (Arum et al., 2025; Isnaini et al., 2025). Temuan ini sejalan
dengan penelitian Alm et al. (2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi
perpajakan secara efektif meningkatkan persepsi probabilitas deteksi ketidakpatuhan. Bagi
Generasi Z kepatuhan yang muncul adalah bentuk "respon rasional". Mereka memilih patuh
karena menyadari bahwa dalam sistem yang terintegrasi, biaya untuk melakukan
penghindaran pajak menjadi sangat tinggi dan sulit disembunyikan dari audit sistemik
(Slimani, 2025)

Pengaruh Social Media Tax Shaming terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela

Variabel Social Media Tax Shaming (X2) terbukti berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela dengan koefisien 0,350 dan nilai T-statistik yang sangat
kuat (6,297). Menariknya, kekuatan pengaruh X2 hampir setara dengan pengawasan formal
(X1). Hal ini menandakan bahwa bagi Generasi Z, tekanan sosial di ruang digital memiliki
bobot yang sama beratnya dengan pengawasan negara.

Ketakutan akan risiko reputasi digital dan fenomena cancel culture (seperti item X2.1
dan X2.3 yang memiliki loading tinggi) menjadi "polisi moral" bagi Gen Z. Mereka
cenderung memilih patuh secara sukarela agar terhindar dari pembicaraan oleh masyarakat
digital. Hal ini membuktikan bahwa norma subjektif dalam komunitas digital berperan besar
dalam membentuk perilaku pajak di masa depan. Sanksi moral dari masyarakat digital
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terbukti memiliki "daya paksa" yang sangat efektif dalam meningkatkan moralitas pajak
generasi muda di Indonesia.

Temuan penting dalam penelitian ini adalah nilai t-statistik y? (6,297) yang melampaui
nilai t-statistik pengawasan formal (5,792). Secara sosiologis, hal ini mengindikasikan bahwa
bagi Generasi Z, sanksi sosial dari komunitas digital memiliki daya tekan yang lebih kuat
dibandingkan denda administratif. Fenomena social media tax shaming di Indonesia telah
berubah menjadi kegiatan "Audit Horizontal". Audit Horizontal merupakan audit yang
dilakukan oleh sesama warga. Indikator X2.3 (0,823) mengenai rasa malu jika dianggap tidak
taat oleh komunitas digital. Menegaskan bahwa bagi penikmat aktif dunia digital, reputasi
masyarakat digital adalah aset yang sangat berharga. Kasus-kasus viral terkait investigasi
mandiri oleh masyarakat digital terhadap pelaku pamer harta yang tidak sinkron dengan profil
pajak menunjukkan bahwa media sosial bekerja sebagai digital panopticon (Okafor, 2023).

Hasil ini membuktikan bahwa tekanan sosial berfungsi sebagai pendukung moralitas
pajak di era modern. Ketika individu merasa diawasi oleh sesamanya, muncul motivasi untuk
patuh demi menghindari cancel culture dan isolasi sosial. Temuan ini konsisten dengan
penelitian Okafor (2023) dan Gangodawilage (2021) yang menyatakan bahwa di era media
sosial, sanksi sosial informal memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kepatuhan
dibandingkan sanksi denda.

Walaupun tax shaming bertujuan untuk mempromosikan transparansi dan keadilan,
tax shaming tetap harus menghormati batasan yang ditetapkan oleh hukum dan etika,
termasuk prinsip proporsionalitas, privasi, dan proses hukum yang adil. Hal ini dikarenakan
tax shaming dapat menimbulkan masalah sosial bila tidak dilakukan dengan prinsip kehati-
hatian (Aitchison & Meckled-Garcia, 2021; Martinez, n.d.)

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bukti terkait dinamika kepatuhan pajak Generasi Z di tengah
transformasi digital dan tekanan sosial. Berdasarkan analisis data terhadap 207 responden
melalui model SEM-PLS, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yaitu bahwa pengawasan
Pajak Digital terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela
Generasi Z. Hal ini mengindikasikan bahwa kecanggihan algoritma otoritas dalam melakukan
integrasi data (NIK-NPWP) dan pemantauan jejak digital menciptakan efek pencegahan
(deterrence effect).

Social Media Tax Shaming terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
pajak sukarela. Temuan ini menegaskan bahwa sanksi sosial informal di ruang digital
memiliki daya paksa yang kuat. Rasa takut akan risiko reputasi, fenomena cancel culture, dan
potensi kecaman oleh masyarakat digital bertindak sebagai "polisi moral" yang efektif
mendorong Generasi Z untuk bersikap seimbang antara gaya hidup digital dengan pelaporan
pajak formal mereka.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan, sejumlah saran strategis diajukan untuk berbagai pihak terkait
tanpa mengabaikan aspek praktis maupun akademis. Bagi Otoritas Perpajakan (DJP). DJP
disarankan untuk mulai mengadopsi pendekatan edukasi yang berbasis pada pengelolaan
reputasi digital. Mengingat Gen Z sangat peduli dengan citra diri di media sosial, kampanye
perpajakan dapat diarahkan untuk membangun narasi bahwa menjadi wajib pajak yang patuh
adalah bagian dari gaya hidup warga digital yang bertanggung jawab.
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